
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Dasar hukum bagi penggugat untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh para penggugat (yaitu Badan Pertanahan 

Nasional Kota Jambi dan Drs. M. Darman Yahya) atas terbitnya sertifikat ganda. 

2. Latarbelakang lahirnya Sertifikat Hak Milik ganda pada perkara Nomor 

21/G/2012/PTUN-JBI diatas tanah seluas 978 m2 yang terletak di Jalan Sungai Kambang 

Simpang IV Sipin Kota Jambi, telah dilakukan dua kali Penerbitan Sertifikat Hak Milik 

oleh Tergugat yaitu pertama berdasarkan Akta Hibah tanggal 03 April 1991 yang tidak 

pernah dilakukan pencabutan atas haknya, kemudian pada tanggal 10 April 2012 Tergugat 

diterbitkan kembali Sertifikat yang menjadi objek perkara. Dengan demikian, telah terjadi 

tumpang tindih (overlapping) atau penggandaan Sertifikat terhadap sebidang bidang tanah 

yang luasnya 672 m2 secara yuridis bertentangan dengan Undang-undang Peraturan 

Agraria (UUPA) dan PP Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

3. Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan fakta hukum 

bahwa Hakim menilai objek sengketa dalam perkara ini adalah sertifikat hak milik atas 

nama M. Darmawan Yahya dalam eksistensinya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara 

(beschikking) yang telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, 

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009, dan dikaitkan pula dengan permasalahan yang didalilkan Penggugat di dalam 

gugatannya pada pokoknya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah 

melanggar prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun 



 

 

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara, bukan merupakan 

sengketa kepemilikan di bidang keperdataan 

B. SARAN 

1. Masyarakat Kota Jambi yang ingin menerbitkan sertifikat tanah harus lebih cermat lagi 

dalam pembuatan sertifikat tanah, jangan karena keuntungan semata ada para pihak yang 

dirugikan akibat dari sertifikat tanah yang didaftarkan untuk dimintakan penerbitan 

sertifikatnya. Kedepannya masyarakat Kota Jambi harus lebih banay bertanya dan harus 

mencari informasi terhadap tanah yang dianggap bermasalah.  

2. Kedepannya BPN Kota Jambi harus lebih cermat lagi dalam menerbitkan sertifikat tanah, 

agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga kedepan hari tidak ditemukan lagi tanah yang 

bersifat ganda, dan hal ini juga menjamin kenyamanan bagi masyarakat dalam 

menerbitkan sertifikat tanah, dan menciptakan keadilan bagi masyarakat khususnya Kota 

Jambi. 

3. Masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, agar tidak terjadi permaslahan hukum di 

kemudian hari, menyangkut kepemilikan tanah, serta Pemerintah dan BPN harus berperan 

aktif dalam memberikan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi pengaturan tentang 

pertanahan, agar masyarakat mengetahui aturan pertanahan yang berlaku, begitu juga para 

akademisi, praktisi dan mahasiswa hukum harus berkontribusi untuk memberikan 

penyuluhan hukum kepada masyarakat umum, terutama tentang pertanahan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


